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ABSTRACT

In essence, every individnal who performs work should receive compensation for what has been done so that neither party suffers any loss. This
is in line with a work agreement that is usually made between two or more parties. The provision of wages (wjrah) should be based on a
contractual agreement, as this forms a working relationship between the worker and the employer, outlining the rights and obligations of each
partyIn this study, the researcher found irregularities in wage payments, such as delayed payments to employees—sometimes exceeding the
agreed pay date—and a lack of punctuality in payment schedules established at the beginning of the agreement. This results in a lack of
transparency between the employee and the Pertashop owner. This research aims to explain and analyze the wage payment system applied at
Pertashop from the perspective of Islamic economic law, focusing on a Pertashop located in Pandan Lagan Village. The research uses a
qualitative method. Data collection techniques included in-depth interviews with the business owner and employees, observation, and
documentation. This study is an empirical sociological field research.The findings indicate that, in general, the wage payment system at
Pertashop has met several fundamental aspects of Islamic economic law, such as the existence of a mutnally agreed employment contract and
clear wage nominal. However, several issues were identified, such as delayed payments, lack of transparency in financial records, and the
absence of a legally binding written contract. There is no written agreement or employment contract between the business owner and the
employee, resulting in a lack of legal clarity in the working relationship. The unclear status of workers' rights—such as leave, attendance, and
mechanisms for wage deductions—nhas the potential to cause disputes. This lack of clarity may lead to injustice and contradicts the principles of
the ujrah contract in Islamic law, which guarantees clarity and cerfainty in the payment for services rendered. Therefore, this research
recommends an improvement of the wage payment system at Pertashop by fully adopting the principles of Islamic economic law, such as
clarifying the employment contract in written form, ensuring timely payments, and enhancing financial transparency and accountability.

Keywords: Employee Wages, Ujrah Contract, Pertashop, Islamic Economic Law, Transparency, Qualitative, [ustice, Employment
Contract
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PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai mahluk sosial dimana sesama manusia hidup saling
membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia
dalam figih muamalah hubungan sesama manusia dalam menegakkan hablum minannas yang keduanya
merupakan misi dari kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan
sesama manusia ini bernilai sebagai ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah
sebagaimana telah di uraikan dalam Islam.(Abidin, 2019).

Muamalah secara umum bermakna sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur
hubungan sesama manusia sebagai mahluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi. Sebagai
mahluk sosial manusia membutuhkan bantuan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup tanpa
adanya peran orang lain. Adanya ketergantungan sepeti ini, maka manusia dalam menjalani
kehidupannya perlu adanya hubungan baik antar sesama manusia. Maka hukum-hukum syarz"™ yang
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bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan
seseorang dengan orang lain dalam soal perekonomian.(Gunawan, 2018),

Dalam Figh Munamalah hubungan antara sesama manusia meliputi, jual-beli, pinjam-
meminjam, simpan barang atau uang kerja sama dagang pungutan sewa-menyewa, upah
mengupah,perseroan atau perkongsian, gadai, utang piutang, jasa penitipaan, dan lain sebagainya,
tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi ke butuhan tanpa adanya bantuan orang lain, oleh
karna itulah mereka bekerja sama dengan cara bermuamalah.(Imam, 2016).

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara sesama manusia yang
satu dipthak penyedia jasa atau tenaga yang disebut dengan buruh dan dipihak lainya sebagai
penyedia lapangan pekerjaan disebut dengan majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan
ketentuan pihak buruh mendapatkan upah dari penyedia lapangan pekerjaan. Kerjasama dengan
litratur figh disebut dengan Ijarah Al- A" mal yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya
imbalan (Gunawan, 2018)

Upah mengupah (#rah) merupakan salah satu bentuk aspek kegiatan kontrak kerja dalam
kegiatan Figh Muamalah, yaitu dilakukannya dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan
suatu pekerjaan dengan ganti upah sebagai konpensasinya. Dalam praktiknya, selalu berkaitan
dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya
dandapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun
dengan mengakhirkannya.(Sanjaya, 2017).

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban oleh
para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Pekerja berhak mendapatkan upah atas segala
sesuatu yang dilakukannya. Dalam hal ini pemberian upah kepada para pekerja atas jerih payah dan
usaha yang telah dilakukan merupakan kewajiban dalam syariah. Hukum Islam menganjurkan agar
majikan memberikan upah yang sesuai de_ngan kebutuhan pokok termasuk pendidikan, pengobatan
dan keselamatan kerja agar pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.(Rachmat, 2017).

Hukum asal #rah adalah mubah (boleh),apa bila di lakukan sesuai dengan ketentuan syariat
Islam, landasan hukum #jrah sebagai berikut:

Be_rdasarkan Al-Qur’an: Al- Baqarah 233 ) ) )
ey (ykasd Lag ) G 15a88 1 5 41 1 9880 3 Sy a8 G il 13y Akl U4 M8 283V 31 1 Sauda 0E O 25331 (g
\AAI@)

Artinya : “dan jika kamu ingin menyusunkan anakmn ke_pada orng lain , maka tidak ada dosa baginu
memberikan pembayaran yang patut , bertakwalah kepada Allah dan ketabui lah babwa Allah maha melihat apa
yang kamn kerjakan’.

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, pada karyawan yang bekerja pada pertashop di
Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai. Usaha pertashop tersebut sudah berdiri 4 tahun sampai
sekarang, mempunyai karyawan berjumlah 1 orang dengan sistem kerja gaji bulanan. Menurut
Yuni pemilik usaha perstashop sistem pemberian upahnya kepada karyawan dalam akadnya
menggunakan akad jarah adalah pembayaran menggunakan uang yang dibayar dalam hitungan
sebulan sekali dengan jam kerja 07.30-17.30 WIB.

Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di pertashop di Desa Pandan Lagan Kecamatan
Geragai yaitu pembayaran upah gaji yang diberikan sering teat kepada karyawan, bisa lebih dari
tangal seharusnya karyawan tersebut gajian dan ketidak tepatan waktu pembayaran yang ditentukan
pada awal perjanjian, sehingga tidak adanya transparansi antara karyawan dengan pemilik perteshop.
Pelaksanaan pembayaran upah dilakukan sebulan sekali. Sistem pe_mbayaran gaji yang teat ini sudah
sering terjadi seperti ini sudah menjadi kebiasaan bos nya bagi karyawan pertashop tersebut,
kebiasaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa bagi para karyawan karena gaji yang di beri tidak
sesual tangal gajian yang telah di sepakati. Dengan melihat peristiwa yang terjadi di atas pelaksanaan
pembayaran upah gaji kepada karyawan pertashop yang berada di desa pandan lagan Kecamatan
geragai. Judul peneliti ini adalah “Sisterz Pembayaran Upah Karyawan Pertashop Di Desa Pandan 1agan
Di Tinjaun Dari Hukum Ekonomi Syari'ah”
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (natural setting), di mana peneliti menjadi
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif atau  kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada
generalisasi.(Sugiyono, 2021).

Selain itu metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini juga menggunakan
pendekatan sosiologi empiris merupakan peneilitian non doktrinal yang bertitik tolak pada data
primer yaitu data yang di peroleh langsung dari objek penelitian , seperti masyarakat sebagai sumber
pertama dalam satu penelitian, dengan kata lain ini menekankan pada pencarian jawaban terhadap
fenomena yang terjadi terhadap pemberlakuan hukum sehingga akan menjawab pertanyaan
signifikan atau efektifitas hukum (Elisabeth, 2018).

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik pertashop dan
karyawan yang berkerja di pertashop pandan lagan kecamatan geragai. Dalam menganalisis data,
digunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan teknik member check,
memperpanjang observasi, dan memverifikasi data ke berbagai sumber. Langkah ini memastikan
bahwa temuan mencerminkan realitas lapangan secara valid dan objektif, serta mampu memberikan
kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam (Nazir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembayaran Upah Karyawan Pertashop di Desa Pandan Lagan

Apabila berbicara mengenai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, maka sejatinya
tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk sosial tidak
dapat hidup sendiri. Setiap individu selalu memiliki kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi melalui
interaksi sosial dengan orang lain. Ketergantungan sosial ini tampak dalam berbagai aspek
kehidupan, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, hingga dalam sektor ekonomi. Salah satu
bentuk nyata dari hubungan sosial dalam bidang ekonomi adalah terjadinya hubungan kerja antara
pemberi ketja (pemilik usaha) dengan penerima kerja (karyawan atau buruh).

Hubungan kerja ini tidak hanya mencerminkan adanya kesepakatan antara dua belah pihak,
tetapi juga membawa dampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemilik
usaha membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, sedangkan
karyawan membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan
hidupnya. Oleh karena itu, hubungan kerja menjadi fondasi penting dalam roda perekonomian,
termasuk di tingkat desa seperti di Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Salah satu bentuk hubungan kerja yang dapat ditemukan di desa tersebut adalah pada usaha
Pertashop milik Pak A. Pertashop merupakan program kerjasama antara Pertamina dengan pelaku
usaha lokal untuk menyediakan bahan bakar dan produk Pertamina lainnya dalam skala kecil atau
menengah di wilayah yang belum terjangkau SPBU. Dalam pelaksanaannya, Pertashop juga
membutuhkan sumber daya manusia yang bertugas mengelola kegiatan operasional, seperti mencatat
penjualan, mengawasi pengisian BBM, melayani konsumen, serta mengurus laporan keuangan
sederhana. Untuk itu, pemilik usaha merekrut karyawan yang kemudian bekerja dengan sistem dan
kesepakatan tertentu.

Dalam konteks ini, tentu terdapat kewajiban dari pemilik usaha untuk memberikan imbalan
berupa upah kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sistem pembayaran upah menjadi
salah satu aspek penting yang menentukan kesejahteraan tenaga kerja dan kelangsungan hubungan
ketja yang harmonis. Namun, seringkali dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan yang terkait
dengan pembayaran upah, seperti ketidak tepatan waktu pembayaran, ketidak jelasan jumlah yang
diterima, bahkan ketidak adilan dalam pembagian beban kerja dengan upah yang diterima.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada sistem pembayaran upah
karyawan di Pertashop Desa Pandan Lagan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi
langsung di lapangan, diketahui bahwa sistem pembayaran upah di Pertashop ini dilakukan secara
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bulanan. Artinya, karyawan menerima upah setiap akhir bulan, setelah menyelesaikan seluruh tugas
dan tanggung jawabnya selama satu bulan penuh. Besaran upah yang diterima telah disepakati sejak
awal kerja, yaitu sebesar Rp1.200.000 per bulan. Jumlah ini bersifat tetap dan tidak berubah, tanpa
memperhitungkan jumlah hari kerja secara rinci maupun total jam kerja yang dijalani selama sebulan.

Sistem pembayaran seperti ini memang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Bagi
pemilik usaha, ia telah menetapkan anggaran gaji secara bulanan tanpa perlu menghitung per hari
atau per jam. Sementara bagi karyawan, ia merasa memiliki jaminan penghasilan tetap setiap bulan.
Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, terutama dari segi keadilan dalam pembayaran upah
nya yang sering telat . Dalam beberapa kasus, karyawan tidak ada hari libur meskipun pada hari
libur atau tanggal merah , tidak mendapat cuti atau hari istirahat mingguan, dan tidak menerima
tambahan insentif apabila jam kerja melebihi normal. Dengan demikian, sistem upah yang
diterapkan dapat dikatakan belum sepenuhnya memenubhi prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja
sebagaimana yang diatur dalam hukum ketenaga kerjaan ataupun dalam pandangan hukum ekonomi
syariah.

Tidak adanya kontrak kerja tertulis juga menjadi permasalahan tersendiri dalam sistem
hubungan kerja ini. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, tanpa kejelasan mengenai hak dan
kewajiban masing-masing pihak yang terdokumentasi. Hal ini tentu rentan menimbulkan kesalah
pahaman di kemudian hari apabila terjadi konflik antara pemilik usaha dan karyawan. Selain itu,
ketiadaan jaminan sosial tenaga kerja, seperti BPJS Ketenaga kerjaan atau perlindungan kerja lainnya,
mempetlihatkan bahwa sistem yang diterapkan masih bersifat informal dan belum mengikuti
regulasi yang berlaku secara nasional.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Karyawan
Pertashop di Desa Pandan Lagan

Dalam perspektif hukum eckonomi syariah, sistem pembayaran upah karyawan harus
memenuhi prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi
keadilan (a/-‘addlah), kerelaan (taradhi), dan kejelasan (idlah). Ketiga prinsip ini merupakan fondasi
utama dalam setiap transaksi muamalah, termasuk dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan
karyawan. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan baik, maka akan tercipta sistem pengupahan
yang adil, transparan, dan penuh keberkahan.

Pertashop Desa Pandan Lagan, sistem pembayaran upah yang diterapkan adalah sistem upah
tetap bulanan. Sistem ini disepakati sejak awal antara pemilik usaha dan karyawan, dengan
kesepakatan nominal tertentu yang diberikan setiap akhir bulan. Jika ditinjau dati prinsip Zaradhi
(kerelaan kedua belah pihak) dalam Hukum Ekonomi Syariah, sistem ini dapat dikatakan telah
memenuhi unsur tersebut. hal ini didasarkan pada adanya musyawarah antara pemilik dan karyawan
sebelum pelaksanaan kerja dimulai, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Kedua
belah pihak menerima perjanjian kerja secara sadar dan sukarela, sehingga secara prinsip kerelaan,
sistem ini dapat dibenarkan dalam syariat Islam.

Namun demikian, jika dilihat dari sisi zllah atau kejelasan akad, sistem ini masih
mengandung kelemahan. Meskipun nominal upah telah ditentukan secara jelas, namun tidak
terdapat kejelasan terkait dengan hak-hak lain yang semestinya dimiliki oleh karyawan, seperti hak
cuti, ketidak hadiran karena alasan tertentu, dan mekanisme pengurangan upah apabila karyawan
tidak masuk kerja. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik di
kemudian hari apabila terjadi perbedaan persepsi antara pihak karyawan dan pemilik usaha. Dalam
perspektif Islam, akad kerja yang baik harus memenuhi unsur transparansi dan kejelasan agar tidak
menimbulkan potensi perselisihan yang dapat merusak hubungan kerja yang harmonis.

Dalam hal prinsip a/-‘adalah atau keadilan, sistem pengupahan di Pertashop ini juga masih
perlu evaluasi yang serius. Salah satu persoalan yang mencolok adalah keterlambatan dalam
pembayaran upah kepada karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Y selaku karyawan,
diketahui bahwa upah sering kali tidak diberikan tepat waktu. Dalam beberapa bulan, upah baru
dibayarkan beberapa hari setelah tanggal seharusnya, bahkan bisa lebih lama dari itu. Keterlambatan
ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan menjadi kebiasaan yang berulang tanpa adanya
kepastian waktu pembayaran yang jelas.
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Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena upah
merupakan hak karyawan yang harus diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Dalam hadis Nabi
Muhammad SAW disebutkan:

e Casg O 0603l 5l gl

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya memberikan upah
dengan segera, tanpa menunda-nunda. Penundaan pembayaran upah dapat menimbulkan kesulitan
ekonomi bagi karyawan, terutama bagi mereka yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari
pendapatan bulanan tersebut. Ketika hak karyawan ditunda, sementara merka telah melaksanakan
kewajiban kerjanya, maka secara tidak langsung hal ini dapat dikatgorikan sebagai bentuk kezaliman.

KESIMPULAN

1. Praktik sistem pembayaran upah karyawan yang terjadi di Pertashop Desa Pandan Lagan
dilakukan secara informal dan belum sepe_nuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi
syariah. Dalam pelaksanaannya, pe_mbayaran upah dilakukan setiap akhir bulan dengan nominal
tetap sebesar Rp1.200.000, tetapi sering mengalami keterlambatan antara 4 hingga 7 hari. Selain
itu, tidak terdapat surat perjanjian atau akad kerja tertulis antara pemilik usaha dan karyawan,
sehingga tidak ada kejelasan hukum dalam hubungan kerja tersebut.

2. Praktik sistem pembayaran upah di Pertashop Desa Pandan ILagan dalam sistem Hukum
Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut telah memenuhi sebagian prinsip
syariah, namun masih mengandung kelemahan pada beberapa aspek penting,Sistem pengupahan
ini sudah memenuhi prinsip Zzradhi (kerelaan kedua belah pihak), karena adanya kesepakatan awal
antara pemilik usaha dan karyawan tanpa paksaan, serta berlangsung dalam suasana musyawarah.
Namun demikian, dari aspek kejelasan (idlah) dan keadilan (al-addlah), masih terdapat
kekurangan. Ketidak jelasan dalam hak-hak karyawan seperti cuti, absensi, dan mekanisme
pengurangan upah berpotensi menimbulkan perselisihan. Dalam  figib muamalah jika terjadi
keterlambatan pembayaran tanpa alasan dapat di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap akad
sedangkan menurut ulama kontemporer keterlambatan upah secara berulang dapat menyebabkan
kerusakan sosial dan moral schingga sangat di larang dalam islam.Dengan demikian, sistem
pengupahan ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah,
sehingga diperlukan perbaikan administratif dan manajerial agar sistem tersebut benar-benar
mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejelasan, dan keberkahan sebagaimana diamanahkan dalam
syariat Islam.

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ke pada pemilik pertashop Sebaiknya menetapkan sistem pencairan gaji yang lebih stabil
dan disiplin, serta menyediakan dana cadangan untuk kondisi darurat agar keterlambatan
tidak terjadi lagi dan Perlu adanya transparansi dan komunikasi terbuka dengan karyawan
ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

2. Ke pada pemerintah atau pengawas ketenagakerjaan Perlu pengawasan terhadap usaha kecil
menengah agar tetap mematuhi ketentuan UU Ketenagakerjaan, termasuk dalam hal
pembayaran upah tepat waktu

3. Ke pada karyawan Disarankan agar karyawan lebih aktif menyampaikan keluhan secara
formal kepada manajemen atau pemilik pertashop serta memahami hak-hak mereka dalam
perspektif hukum syariah dan ketenagakerjaan.
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